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BAB III 

PERBANDINGAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL 

INDONESIA (BANI) DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

 

Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan, dimana para pihaknya telah bersepakat untuk menyerahkan 

sengketa kepada satu atau lebih arbiter yang akan mengadili dan memutus 

sengketa tersebut, dan putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase bersifat 

final dan mengikat. Putusan arbitrase pada prinsipnya bersifat final and 

binding, sehingga merupakan putusan pada tingkat terakhir dan mengikat para 

pihak. Tidak terbuka upaya hukum banding ataupun kasasi seperti putusan 

pengadilan negeri. Namun demikian, karena beberapa hal dimungkinkan 

untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri. 

Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dilakukan jika terdapat 

”hal-hal yang bersifat luar biasa”. Dikatakan bersifat luar biasa karena upaya 

hukum pembatalan bukanlah merupakan ”banding” biasa terhadap putusan 

arbitrase. Tanpa alasan-alasan yang sangat spesifik, pada prinsipnya suatu 

pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi. Hal ini dipahami 

memiliki tujuan agar jangan sampai upaya pembatalan putusan arbitrase 

senyata-nyata melenyapkan prinsip final and binding dari suatu putusan 

arbitrase. 

Namun ada beberapa pendapat mengenai kewenangan pengadilan 

negeri dalam memeriksa dan memutuskan putusan BANI karena BANI  
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merupakan satu-satunya lembaga/forum yang berwenang untuk memeriksa 

dan memutus sengketa yang timbul antara Para Pihak dan Pengadilan Negeri 

tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang di dalamnya 

terkandung klausula Perjanjian Arbitrase. 

Dalam hal ini, Pasal 3 UUAAPS yang kemudian dikaitkan dengan 

Petunjuk Mahkamah Agung bidang perdata berkaitan dengan persoalan teknis 

yudisial yang telah dirumuskan dalam Rakernas Denpasar pada bulan 

September 2005 kiranya dapat dijadikan acuan, sebagai berikut: 

Pasal 3 UUAAPS 

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para 

pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase 

Petunjuk Mahkamah Agung Bidang Perdata Khusus Rakernas 

Denpasar pada bulan September 2005 

Pengadilan Negeri/Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu 

perkara yang para pihaknya terikat dalam Perjanjian Arbitrase, walaupun 

hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum. 

Serta pendapat Prof. Sudargo Gautama dalam buku “Aneka Hukum 

Arbitrase” halaman 15-16 sebagai berikut: 

“Apabila terdapat klausula arbitrase, maka Pengadilan Negeri akan 

menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara 

bersangkutan. Sikap Pengadilan Negeri yang demikian adalah sesuai 
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dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak 

Keppres 1981 No. 34 (Pasal II ayat 3).” 

Sehubungan dengan hal-hal diatas, sebagai perbandingan penulis akan 

membandingkan putusan badan arbitrase dan putusan Pengadilan Negeri 

mengenai pembatalan putusan arbitrase nasional di Indonesia. 

A. Putusan Nomor : 24 / PDT.ARB / 2015 / PN.JKT.PST 

1. NYONYA SITI HARDIYANTI RUKMANA , Swasta, Alamat : di Jalan 

Yusuf Adiwinata Nomor 14 Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001 

Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat yang 

selanjutnya disebut PEMPOHON I ; 

2. PT TRIDAN SATRIAPUTRA INDONESIA , berkedudukan di Jakarta 

dengan alamat : Kantor di Citra Graha lantai 9 Jalan jenderal Gatot 

Subroto Kav. 35-36 Jakarta Selatan selanjutnya disebut PEMOHON II ; 

3. PT CITRA LAMTORO PERSADA , berkedudukan di Jakarta dengan 

alamat Kantor di Jalan Wijaya IV No. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 

yang selanjutnya disebut PEMOHON III ; 

4. YAYASAN PURNA BHAKTI PERTIWI , berkedudukan di Jakarta, 

dengan alamat kantor di Gedung Granadi lantai 6 , Jalan H.R. Rasuna Said 

Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV ; 

5. MOHAMAD JARMAN, Swasta, beralamat di Jalan Sunter Permai Jaya V 

No. 3 Kelurahan Sunt er Agung, kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara , 

untuk selanjutnya disebut PEMOHON V ; 
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6. PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT CTPI) 

berkedudukan di Jakarta dengan alamat Kantor di Gedung Granadi lantai 4 

Sayap Selatan , Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan selanjutnya disebut 

PEMOHON VI ;  

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai PARA 

PEMOHON ; 

M E L A W A N 

1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) , 

berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wahana Graha lantai 2 Jalan 

Mampang Prapatan No. 2 Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai 

TERMOHON I ; 

2. PT BERKAH KARYA BERSAMA , berkedudukan di Jakarta, beralamat 

di MNC Tower lantai 5 Jalan Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat 

selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II ; 

B. Kronologis Kasus 

Sudah lebih dari 12 tahun Siti Hardianti Rukmana (Tutut Soeharto) 

bersiteru dengan Hary Tanoesoedibjo, pemilik grup Bhakti Investama (kini 

MNC Grup) memperebutkan stasiun televisi TPI (MNC TV). Sempat menjadi 

kongsi bisnis, keduanya bolak balik saling gugat di pengadilan.  

Berikut kronologinya: 
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NO. 

 

TANGGAL 

 

URAIAN KRONOLOGIS 

 

1. 

 

1 Januari 1991 

 

TPI Pertama kali mengudara 

 

2 

 

23 Januari 1991 

 

TPI diresmikan oleh Presiden Soeharto di 

studio 12 TVRI Senayan, Jakarta. 

 

 

3 

 

2002 

 

Posisi utang TPI sudah mencapai Rp 1,634 

triliun 

 

4 

 

23 Agustus 2002 

 

Tutut dengan Hary Tanoe melalui PT Berkah 

Karya Bersama (BKB) menandatangani 

investment agreement senilai $55 juta dan 

ditandatanganinya adendum  surat kuasa 

pengalihan 75% saham TPI kepada BKB pada 

Februari 2003. 

 

 

5 

 

4 Desember 2004 

 

Tutut melayangkan surat kepada BKB isinya 

meminta kembali 75% saham TPI yang sudah 

dipindahtangankan kepada BKB dan Tutut 
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menjanjikan akan melakukan  due diligence 

(uji tuntas) untuk membayar kompensasi 

gantinya. 

 

 

6 

 

7 Maret 2005 

 

Petinggi Bimantara Citra, induk BKB, 

menggelar rapat internal. Rapat ini 

menghasilkan 3 opsi yang akan ditawarkan 

kepada Tutut. Opsi pertama, BKB menjual 

75% saham TPI kepada Tutut seharga Rp 630 

miliar. Opsi kedua, BKB membeli 25% 

saham TPI milik Tutut senilai Rp 210 miliar. 

Opsi  ketiga, jika Tutut tidak mengambil 

sikap maka kepemilikan saham di TPI tetap 

BKB sebesar 75% dan Tutut 25%. 

 

 

 

 

7 

 

17 Maret 2005 

 

Hary mengatakan Tutut mengklaim telah 

menggelar RUPS sendiri pada 17 Maret 2005 

yang menghasilkan keputusan bahwa 75% 

saham TPI kembali ke tangan Tutut. 
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8 

 

23 Juni 2010 

 

Tutut menunjuk Japto Soerjosoemarno 

sebagai Direktur Utama TPI dengan landasan 

surat Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Direktur 

Perdata Kementerian Hukum dan HAM, 

Rieke Amavita pada 8 Juni 2010 yang 

menyebutkan Menteri Hukum telah 

membatalkan surat-surat pengesahan 

anggaran dasar TPI. 

 

 

9 

 

Februari 2010 

 

Tutut beserta para pemegang saham TPI 

menggugat Hary Tanoe (BKB). Tutut 

menggugat lantaran tidak terima atas hasil 

Rapat  Umum Pemegang saham Luar Biasa 

(RUPSLB) TPI tertanggal 18 Maret 2005. 

 

 

 

10 

 

2010 

 

Tutut melayangkan gugatan perbuatan 

melawan hukum. 
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11 

 

14 April 2011 

 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat telah menjatuhkan putusan tingkat 

pertama, yang memutuskan mengabulkan 

gugatan Penggugat (Tutut) untuk sebagian 

dan menyatakan bahwa Para Tergugat (HT) 

telah melakukan perbuatan melawan hukum. 

 

 

12 

 

20 April 2012 

 

Kubu HT mengajukan upaya hukum banding 

ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan 

mengabulkan permohonan banding yang 

diajukan oleh Berkah dan CTPI, dengan  

menyatakan  bahwa  Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan 

mengadili perkara ini. Terhadap putusan 

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut 

penggugat (Tutut) mengajukan Kasasi ke 

Mahkamah Agung (MA). 

 

 

13 

 

10 Oktober 2013 

 

MA mengabulkan permohonan kasasi dari 
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pemohon kasasi (Tutut). Sekaligus 

membatalkan putusan dari Pengadilan Tinggi 

(PT) DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri (PN) 

Jakarta Pusat. 

 

 

14 

 

19 November 2013 

 

Berkah mengajukan Permohonan Arbitrase 

No. 547/XI/ARB- BANI/2013 tertanggal 19 

November 2013 oleh PT Berkah Karya 

Bersama (“Berkah”) kepada CTPI (selaku 

Turut Termohon) di Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI). 

 

 

15 

 

20 Januari 2014 

 

Berkah telah mengajukan upaya hukum 

dengan mengajukan permohonan Peninjauan 

Kembali tehadap putusan MA. 

 

 

 

16 

 

12 Desember 2014 

 

Majelis Arbitrase BANI telah memutuskan 

mengabulkan tuntutan Berkah, dan 
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menyatakan sah Investment Agreement tahun 

2002 (berikut Supplemental    Agreement 

tahun 2003), surat kuasa tanggal 3 Juni 2003 

dan 7 Februari 2003, menyatakan BKB (Hary 

Tanoe) berhak atas 75% saham CTPI sampai 

dengan sebelum BKB mengalihkan saham 

tersebut kepada Perusahaan. 

 

17 

 

12 Desember 2014 

 

Majelis Arbitrase BANI telah memutuskan 

mengabulkan tuntutan Berkah, dan 

menyatakan sah Investment Agreement tahun 

2002 (berikut Supplemental    Agreement 

tahun 2003), surat kuasa tanggal 3 Juni 2003 

dan 7 Februari 2003, menyatakan BKB (Hary 

Tanoe) berhak atas 75% saham CTPI sampai 

dengan sebelum BKB mengalihkan saham 

tersebut kepada Perusahaan. 

 

 

18 

 

29 April 2015 

 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan 

putusan arbitrase atas sengketa PT Cipta 

Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dengan 
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BKB. Tutut di atas angin. Kubu HT (Berkah) 

akan mengajukan banding ke MA atas 

keputusan PN Jakarta Pusat. 

 

 

Sebagai bahan perbandingan berikut uraian putusan Badan Arbitrase Nasional 

indonesia Nomor : 547/XI/ARB- BANI/2013 dan putusan Pengadilan 

Negeri Nomor : 24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST 

 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  

 

PUTUSAN BANI 

 

- Mengabulkan Permohonan Para 

Pemohon untuk sebagian ; 

- Menyatakan batal dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum Putusan 

Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 

Nomor : 547/XI/ARB-BANI/2013 

tanggal 12 Desember 2014 sepanjang 

 

1. Mengabulkan Permohonan 

Pemohon untuk sebagian; 

2. Menyatakan sah dan mengikat 

Investment Agreement tertanggal 23 

Agustus 2002 dan Supplemental 

Agreement tertanggal 7 Februari 2003; 

3. Menyatakan sah dan mengikat Surat 

Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 dan 

Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 
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yang berbunyi sebagai berikut : 

1. Menyatakan sah dan mengikat Surat 

Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 dan 

Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 

2003; 

2. Menyatakan Pemohon adalah 

Pemohon yang beritikad baik dan 

telah melaksanakan ketentuan-

ketentuan dalam Investment 

Agreement tertanggal 23 Agustus 

2002 dan Supplemental Agreement 

tertanggal 7 Februari 2003; 

3. Menyatakan Pemohon berhak atas 

75% saham di PT Cipta Televisi 

Pendidikan Indonesia sampai dengan 

sebelum Pemohon mengalihkan saham 

tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT. 

MNC, Tbk.; 

4. Menyatakan Para Termohon telah 

melakukan cidera janji terhadap 

Pemohon dengan mencabut Surat 

2003; 

4. Menyatakan Pemohon adalah 

pemohon yang beritikad baik  dan 

telah melaksanakan ketentuan-

ketentuan di dalam Investment 

Aggreement tertanggal 23 Agustus 

2002 dan Supplemental Agreement 

tertanggal 7 Februari 2003; 

5. Menyatakan Pemohon berhak atas 

75% saham di PT Cipta Televisi 

Pendidikan Indonesia sampai dengan 

sebelum Pemohon mengalihkan saham 

tersebut kepada pihak ketiga, yaitu PT 

MNC, Tbk; 

6. Menyatakan Para Termohon telah 

melakukan cidera janji terhadap 

Pemohon dengan mencabut surat 

kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang 

bertentangan dengan Investment 

Agreement tertanggal 23 Agustus 

2002; 
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Kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang 

bertentangan dengan Investment 

Agreement tertanggal 23 Agustus 

2002; 

5. Menghukum Para Termohon untuk 

segera tanggung renteng, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama 

membayar kepada Pemohon atas 

tambahan pembiayaan disertai dengan 

costs, expenses dan fees (cost of fund) 

yang telah dilaksanakan oleh Pemohon 

sesuai dengan ketentuan Pasal 2.4 

Investment Agreement dan Pasal 2.6 

Supplemental Agreement yang sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2013 

berjumlah sebesar Rp. 

510.043.408.297,00 (lima ratus 

sepuluh milyar empat puluh tiga juta 

empat ratus delapan ribu dua ratus 

sembilan puluh tujuh Rupiah; 

6. Membebankan biaya administrasi 

kepada Pemohon, Para Termohon, dan 

7. Menghukum Para Termohon untuk 

secara tanggung renteng, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama 

membayar kepada Pemohon atas 

tambahan pembiayaan disertai dengan 

costs, expenses dan fees (cost of fund) 

yang telah dilaksanakan oleh Pemohon 

sesuai dengan ketentuan Pasal 2.4 

Investment Agreement dan Pasal 2.6 

Supplemental Agreement yang sampai 

dengan tanggal 31 Oktober 2013 

berjumlah sebesar Rp. 

510.043.408.297,- (lima ratus sepuluh 

miliar empat puluh tiga juta empat 

ratus delapan ribu dua ratus sembilan 

puluh tujuh rupiah); 

8. Membebankan biaya arbitrase pada 

Pemohon, Para Termohon dan Turut 

Termohon secara seimbang, yaitu 

masingmasing 50% dari total biaya 

arbitrase; 

9. Menghukum dan memerintahkan 
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Pemohon VI secara seimbang yaitu 

masing-masing sebesar 50% (lima 

puluh persen) dari Total Biaya 

Arbitrase; 

7. Menghukum dan memerintahkan 

Para Termohon dan Pemohon VI 

untuk membayar/mengembalikan 

kepada Pemohon biaya administrasi, 

biaya sekretariat, dan biaya arbiter 

yang telah dibayar terlebih dahulu oleh 

Pemohon yang seharusnya merupakan 

kewajiban Para Termohon dan 

Pemohon VI sebesar Rp. 

2.303.219.500,00 (dua milyar tiga 

ratus tiga juta dua ratus sembilan belas 

ribu lima ratus Rupiah); 

8. Menghukum Para Pihak untuk 

melaksanakan putusan ini selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 

Putusan Arbitrase ini diucapkan; 

9. Menyatakan Putusan Arbitrase ini 

adalah putusan dalam tingkat pertama 

Para Termohon dan Turut Termohon 

untuk membayar/mengembalikan 

kepada Pemohon biaya administrasi, 

biaya secretariat dan biaya arbiter 

yang telah dibayar terlebih dahulu oleh 

Pemohon yang seharusnya merupakan 

kewajiban Para Termohon dan Turut 

Termohon sebesar Rp. 2.303.219.500,- 

(dua miliar tiga ratus tiga juta dua 

ratus sembilan belas ribu lima ratus 

rupiah); 

10. Menolak Permohonan Arbitrase 

Pemohon untuk selebihnya; 

11. Menghukum Para Pihak untuk 

melaksanakan putusan ini selambat-

lambatnya 30 hari setelah Putusan 

Arbitrase ini diucapkan; 

12. Menyatakan Putusan Arbitrase ini 

adalah putusan dalam tingkat pertama 

dan terakhir serta mengikat kedua 

belah pihak; 
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dan terakhir serta mengikat kedua 

belah pihak; 

- Menghukum Termohon I dan 

Termohon II untuk membayar seluruh 

biaya 

perkara ini yang timbul dalam perkara 

ini secara tanggung renteng sebesar 

Rp 741.000,-(tujuh ratus empat puluh 

satu ribu rupiah); 

- Menolak permohonan para pemohon 

yang lain dan selebihnya ; 

 

13. Memerintahkan kepada Panitera 

Sidang BANI untuk mendaftarkan 

turunan resmoi Putusan Arbitrase ini 

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat atas biayaPemohon dan 

Para serta Turut Termohon dalam 

tenggang waktu sebagaimana 

ditetapkan dalam Undang-Undang 

Nomor 30 tahun 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


